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ABSTRAKSI 

Sustainable Development Goals (SDGs) desa merupakan hal terpenting dalam suatu 

desa, karena Sustainable Development Goals (SDGs) desa merupakan gambaran 

bentuk dari kemajuan suatu desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

akuntabilitas pengelolaan dana desa dan digitalisasi pelaporan dana desa terhadap 

Sustainable Development Goals (SDGs) desa pada Kecamatan Wagir Kabupaten 

Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menyebarkan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji instrumental (uji validitas dan 

uji reliabilitas), uji normalitas, uji asumsi klasik (uji multikolinearitas dan uji 

heteroskedastisitas) dan uji hipotesis (analisis regresi linier berganda, uji F, uji 

koefisien determinasi dan uji t). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas 

pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap Sustainable Development 

Goals (SDGs) desa dan digitalisasi pelaporan keuangan desa tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) desa. 

Kata Kunci : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Digitalisasi Pelaporan Keuangan 

Desa dan Sustainable Development Goals (SDGs) desa. 
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ABSTRACTION 

Village Sustainable Development Goals (SDGs) are the most important thing in a 

village, because village Sustainable Development Goals (SDGs) are a description of 

the progress of a village. This research aims to determine the effect of accountability 

in village fund management and digitalization of village fund reporting on village 

Sustainable Development Goals (SDGs) in Wagir District, Malang Regency. The data 

collection technique used in this research was by distributing questionnaires. The data 

analysis method used is a quantitative approach which includes descriptive statistical 

analysis, instrumental testing (validity test and reliability test), normality test, classical 

assumption test (multicollinearity test and heteroscedasticity test) and hypothesis 

testing (multiple linear regression analysis, F test, test coefficient of determination and 

t test). The results of this research state that accountability in village fund management 

has a significant effect on village Sustainable Development Goals (SDGs) and 

digitalization of village financial reporting does not have a significant effect on village 

Sustainable Development Goals (SDGs). 

Keywords: Accountability of Village Fund Management, Digitalization of Village 

Financial Reporting and Village Sustainable Development Goals (SDGs). 
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BAB I 

LATAR BELAKANG 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah Negara 

yang terdiri dari wilayah tingkat provisi, wilayah tingkat kabupaten/kota, wilayah 

tingkat kecamatan dan wilayah tingkat kelurahan yang teriri dari berbagai desa. 

Desa merupakan komponen fundenmental bagi pembangunan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 

merupakan batas yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, 

kepentingan masyarakat setempat bedasarkan kemasyarakatan. Menurut UU 

Nomor 66 tahun 2014 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa 

mempunyai fungsi vital sebagai unit organisasi pemerintah yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat yang berbeda latar belakang dan kebutuhannya. Desa 

diberi wewenang untuk melestarikan budaya masyarakat setempat, pembangunan 

insfrastruktur dan pembangunan yang mengawali peran partisipasif yang besar 

dalam menggali potensi desa dengan mendorong tata kelola desa yang efektif, 

transparan, dan akuntabilitas didalam menjalankan kegiatan di desa untuk 

memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat yang pada akhirnya 

memberikan kesejahteraan bersama dan menempatkan desa sebagai subjek 

pembangunan.  
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Adha (2022) pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus masyarakat sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan keuangan desa. 

Pemerintah desa diharapkan dapat membantu meningkatkan pembangunan jangka 

panjang dan pembiayaan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 

Dalam perundang-undangan desa menerangkan bahwa tujuan pembangunan desa 

adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan keualitas hidup 

masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan 

dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi 

desa, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjut. 

Untuk menciptakan desa yang sejahtera dan maju dibutuhkan terwujudnya 

Sustainable Development Goals (SDGs) desa. Sustainable Development Goals 

(SDGs) desa merupakan upaya untuk mencapai SDGs Nasional yang 

diprioritaskan. Menurut (Alfa,2019) Sustainable Development Goals (SDGs) Desa 

merupakan rencana untuk periode 2016-2030 untuk melanjutkan program-program 

pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, 

ketahanan pangan dan gizi, serta tujuan tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial, 

dan lingkungan. Sustainable Development Goals (SDGs) Desa memuat 18 Tujuan 

dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Dalam program 

Sustainable Development Goals (SDGs) ini akan menciptakan masyarakat yang 

lebih damai, inklusif dan sejahtera. Sustainable Development Goals (SDGs)  tidak 

hanya mencangkup mengenai tujuan pembanguanan dan target pencapaian, tetapi 

juga mengenai cara pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan 
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meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta kesedian 

data untuk memastikan tercapainya semua tujuan.  

Sustainable Development Goals (SDGs) desa diwujudkan dengan 

menggunakan anggaran dari pemerintah yaitu dana desa. Dana desa adalah dana 

yang bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan 

masyarakat. Pemerintah telah menyiapkan peraturan untuk memastikan dana besar 

yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dikelola dan 

dipertanggungjawabkan dengan baik. Hal itu dituangkan dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 113 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Transaparansi, 

akintabilitas, dan ketertiban harus mendasari seluruh sistem pengelolaan dana desa. 

Diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan Sustainable Development Goals 

(SDGs) desa agar tujuan tujuan yang sudah direncanakan tercapai secara maksimal, 

diperlukannya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Seperti 

yang dilakukan peneliti terdahulu menerangkan Sustainable Development Goals 

(SDGs)  tidak hanya mencakup tentang perekonomian tetapi juga tentang teknologi. 

Dalam era globalisasi saat ini sangat berdampak pada teknologi informasi 

dan komunikasi di Indonesia, semua hal dapat dilakukan dengan mudah dengan 

adanya digitalisasi. Sustainable Development Goals (SDGs) desa juga mencangkup 
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peningkatan teknologi seperti digitalisasi, digitalisasi merupakan proses alih media 

dari bentuk tercetak menjadi bentuk digital, termasuk dalam bidang akuntansi 

seperti pelaporan keuangan. Digitalisasi pelaporan keuangan desa merupakan 

upaya menghilangkan penggunaan kertas. Selain menurunkan penggunaan kertas 

digitalisasi pelaporan keuangan juga diyakini bahwa dapat memudahkan 

masyarakat dalam melakukan pengawasan penggunaan dana desa serta dapat 

membantu meningkatkan tujuan pembanguan berkelanjut desa. Melalui digitalisasi 

pelaporan keuangan desa ini merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan 

seperti pengurangan penggunaan kertas, mengurangi sampah kertas, menjaga 

kebersian lingkungan dan juga mengurangi biaya operasional. 

Digitalisasi pelaporan keuangan desa ini dapat meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas kinerja pemerintah desa dalam memberikan berbagai pelayanan kepada 

masyarakat secara tepat, mudah, efektif, efisien dan transparan dengan memberikan 

akses informasi kepada masyarakat, dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan 

dana desa secara luas untuk mencapai  tujuan penyelenggaraan pemerintah yang 

lebih akuntabel. Digitalisasi pelaporan keuangan desa bertujuan untuk memantau 

secara langsung kemajuan desa dalam pengalokasian dana dalam pelaksanaan 

pembangunan untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Digitalisasi 

pengelolaan dana desa dengan mekanisme open data sebagai bentuk 

pengembangan sistem informasi keuangan desa yang dimungkinkan dengan 

adanya open data keuangan desa (Handayani et al., 2023).  
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Mardiasmo (2018) digitalisasi pelaporan keuangan desa diperlukan untuk 

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, serta dapat 

memudahkan evaluasi dan pengawasan keuangan desa. Dengan adanya digitalisasi 

pelaporan keuangan desa ini dapat membantu mewujudkan Sustainable 

Development Goals (SDGs) desa selain digitalisasi pelaporan keuangan desa juga 

dibutuhkan akuntabilitas dalam pengelolan dana desa. 

Handayani et al. (2023) pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan 

berdasarkan gagasan akuntabilitas, yaitu pemerintah harus mampu 

mempertanggungjawabkan kewenangan yang dimilikinya terhadap pihak-pihak 

yang menyusun anggaran. Konsep akuntabilitas dalam kegiatan pengelolaa 

keuangan desa meliputi tertib operasional dan displin anggaran, transparansi dan 

ketertiban. Akuntabilitas merupakan salah satu aspek dalam tata kelola laporan 

keuangan dana desa, yang menuntut pemerintah desa untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan kegiatan pada pemerintah 

pusat dan masyarakat. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pengendali 

organisasi sektor publik sehingga organisasi sebagai landasan untuk memberi 

penjelasan dari pihak internal maupun eksternal yang memiliki kepentingan. 

Akuntabilitas yaitu bentuk kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban 

atau menjawab dalam menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau badan 

hukum pimpinan suatu organisasi pada pihak yang memiliki hak serta wewenang 

untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Isnayanti et al., 2019). 
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Dalam pasal 7 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa 

setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertingggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan 

perundang undangan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan kemampuan memberi 

jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan suatu kelompok atau 

organisasi. 

Undang-undang yang mengatur tentang akutabilitas sektor publik telah 

mengalami perubahan mendasar dengan penekanan pada peranan sistem akuntansi 

dalam pengukuran dan pengevaluasian baik kinerja keuangan maupun pelayanan, 

dan pengkomunkasian hasil hasil kepada stakeholders. Keberhasilan akuntabilitas 

pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks 

implementasinya, namun dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada 

bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap 

pengelolaan dana desa serta partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan 

program dan responsive aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dengan 

demikian tingkat akuntabilitas didalam pengelolaan dana desa yang telah membuka 

ruang bagi warga masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan 

pembangunan yang transparan dan akuntabel. 

Dalam mewujudkan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 

desa dibutuhkan pengawasan agar tercapai secara maksimal. Digitalisasi pelaporan 
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keuangan desa dan akuntabilitas pengelolaan desa digunakan untuk meminimalisir 

kecurangan dan membantu masyarakat untuk mengawasi pengelolaan dana desa 

agar tercipta desa yang maju dan masyarakat yang sejahtera. Bahwa setiap 

kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah desa akan memberikan dampak 

yang lebih baik dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja 

pemerintah desa dan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi 

penggunaan dan pengelolaan keuangan dana desa serta dapat mengawasi alokasi 

dana desa dalam Sustainable Development Goals (SDGs) desa. 

Dalam penelitian Handayani et al. (2023) dengan judul Environment 

Concern Through Digitalization of Village Financial Reporting and Accountability 

of Village Fund Management: Can it Accelerate the Achievement of Village 

Sustainable Development Goals (SDGs)? menghasilkan data bahwa akuntabilitas 

pengelolaan dana desa dan digitalisasi pelaporan keuangan desa mempunyai 

dampak besar terhadap kemajuan pencapaian SDGs desa. Akan tetapi sangat 

terbatas penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa dan digitalisasi 

pelaporan dana desa terhadap pencapaian SDGs Desa, serta sangat berbatasnya 

penelitian mengenai SDGs desa dengan menggunakan kuantitatif. 

Berdasarkan hal tersebut maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul 
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“PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA 

DAN DIGITALISASI PELAPORAN KEUANGAN DESA TERHADAP 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DESA” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitin ini adalah sebagai berikut ; 

1. Apakah akuntabilitas pengelolaan dana desa dan digitalisasi pelaporan 

keuangan desa berpengaruh terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) 

desa ? 

2. Apakah akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap Sustainable 

Development Goals (SDGs) desa? 

3. Apakah digitalisasi pelaporan keuangan desa berpengaruh terhadap Sustainable 

Development Goals (SDGs) desa?  

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk melakukan pengujian secara empiris bahwa ; 

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa dan 

digitalisasi pelaporan keuangan desa terhadap Sustainable Development 

Goals (SDGs) desa 
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2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa 

terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) desa 

3. Untuk mengetahui pengaruh digitalisasi pelaporan keuangan desa 

terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) desa 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi semua pihak 

yang berkaitan dengan penelitian ini, adapun manfaat dari penelitian ini sebagai 

berikut ini: 

1. Bagi Pemerintah Desa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

pemerintah desa sebagai gambaran mengenai kondisi 

pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan dana desa dan Sustainable 

Development Goals (SDGs) desa. 

2. Bagi Akademik 

Penelitian ini sebagai tambahan referensi untuk mengembangkan 

dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi. 

3. Bagi Masyarakat Desa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi 

masyarakat desa mengenai pelaporan keuangan desa serta pengelolaan 

dana desa sehingga masyarakat dapat berpatisipasi dalam tujuan 

pembangunan berkelanjutan desa. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh akuntabilitas 

pengelolaan dana desa dan digitalisasi pelaporan keuangan desa terhadap 

Sustainable Development Goals (SDGs) desa. Pengujian pada penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 60 responden. 

 Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka diperoleh suatu 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara simultan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dan digitalisasi 

pelaporan keuangan desa berpengaruh terhadap Sustainable Development Goals 

(SDGs) desa.  

2. Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap 

Sustainable Development Goals (SDGs) desa. 

3. Variabel digitalisasi pelaporan keuangan desa tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) desa. 

4. Manfaat bagi pemerintah desa sebagai gambaran mengenai kondisi 

pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan dana desa dan pelaporan 

keuangan dalam pencapaian target termasuk pencapaian Sustainable 
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Development Goals (SDGs) desa. Dapat dijadikan suatu bentuk gambaran 

evaluasi sehingga desa semakin berkembang. 

5.2 Keterbatasan 

 Penelitian ini telah dilakukan dengan prosedur ilmiah, namun masih terdapat 

keterbatasan diantaranya sebagai berikut: 

1. Metode pengumpulan data yang dilakukan hanya melalui pengumpulan 

kuesioner, adapun keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu 

tidak mampu memberikan informasi yang lebih mendalam yang bisa didapatkan 

dari setiap responden. 

2. Dalam penelitian ini akses untuk penyebaran kuesioner pada perangkat desa di 

Kecamatan Wagir terbatas, sehingga saat melakukan penelitian sedikit 

terhambat. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yaitu akuntabilitias 

pengelolaan dana desa dan digitalisasi pelaporan keuangan desa. Masih terdapat 

beberapa variabel independen lain yang mampu menjelaskan dan kemungkinkan 

memiliki pengaruh terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) desa. 

5.3 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan simpulan, dan keterbatasan 

penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyampaikan saran sebagai 

bahan evaluasi sebagai berikut: 
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1. Bagi peneliti selanjutnya diharankan dapat menambahkan respoden sehingga 

responden bukan hanya desa di Kecamatan Wagir kabupaten Malang. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain seperti, 

transparansi pengelolaan dana desa, kebijakan desa, pengelolaan alokasi dana 

desa dan lain sebagainya yang mungkin dapat mempengaruhi Sustainable 

Development Goals (SDGs) desa. 
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